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PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN 

SEKRETARIAT DAER AH 
Jalan Jenderal Sudirman No. S Telepon 41928 

K I S A R A N . 2 1 2 1 6  

L E M B A RR A N  

KABUPATEN ASAIAN 
NOMOR :48 TAIIUN 2000 

PEAT URAN IJAERAI KAUP,ATEN ASAMA.N 

D A E R A  

N0MO : 22TA£UN 2000 

T E N T A N G  

PERUBAIHAN ATAS PEATURUAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 1998 
TENTANG RETIU'SI DAERAH PASAR GROSIR DAN ATAU 

PERTOKOAN DI KABUIATEN DAERAH KABUPATEN ASAIAN 

DENGAN R A M A T  TUAN YANG MAIA ESA 

UPA'TI ASAHA 

Mer.imbang 
a bahwa 26 buat Ranperda Kabupaten Asahan telah disctujui DPRD KAbupaten Asahan targgal lo 

Mei 2000 menjadi Peraturan Dacca' yakmi Koputusan Nomor 09 / SK r pPRD / 200 dan telah 
ditctapkan oleh Bpati Asahan taoggal 10 Me 2000. 

b. bahwa uwntuk memberlakukan Perturan Daerah tersebut harus didangkn dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Asahan 

Mergingat 
• Undng-Undang Norr 7 Dr Tahon 19$6 tentang Pembentukn Daerah Otonom Kabupaten 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Ltara (Lemlanan Negara Tahtn 1956 Nomot 
$$) 

2 Undang-Undang Moro: 8 Tahun 1981 tentng Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan 
(Lembaran Negara Tahu 1981 Noor 76, Tambahan Lembarn Negara Nom@r 3029) 

3. Undtng - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tenang Ketentan -Kctentan Pokok Pengolahan 
Lingkungan Htdup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3215) 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae±al dan Retribusi Daerah (Lmbaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41,'Tumbahan Lembaran Negara Nomor 3693) 

5. Urdang-Undang Nom6r 22 Tahu 1999 teataog Pemcrinahan Dacrah (Lemnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 60) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu I983 tentang Pelaksanan Undang-Undang Hukum Acar 
Pidana 

7. Peraturan Pemerintah Noor 2 Tahun I997 tentang Retribusi daemah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 5$, Tanbahari Lcmbaran Negara Noror 3692) 



Or.ngwn rc:rse1uju11n 

$ Kepututan Presiden Nomor 44 Tahu 1999 1Mang Tehnik Penysunan Peratran Perundang 
Undangan den Bentuk Rancangan Undang-dang, RRancagan Pcrtunan Pemenintah dan 
RAncanga Keputusan Ptesiden 

9. Keputussn Menten Dalam Negent Nomor 39 TAhun 1992 1tang Pedoman Organisesi Dints 
Dach 

I0. Keputusan Meaten Dalam Negeri Nomor 171 TAhun 1997 tntng Prosedur Tata Car 
Pegesahan Peeatura Ducrah 

IL. Keptusan Menteni Dalamn Negeri Nomor 17 Tahu 1997 tentang Tau Cara Pemungutan 
Renbus Daenah 

2 K&putusa Menteni Dalam Negeri Nomor 17$ Thur,1997 iatang Tata Cara Pemerintah di 
bidang Retribusi Danh 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun1989 tang Kctcntuan Penyidiken Ats 
Pelnggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Sen D) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

M E M U T U S K A N  

Menetapkan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR 
ATAU PERTOKOAN DI KABUPATEN DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pusal 

Dlam Perde imi yang dimaksud dengan 

a. Daerh adalah Da&rah Kabupatcan Asahan. 

b. Pemernintah Daerah adalah Pemerinah Kabupaten Asahan 

c. Kepahs Daemah Kabpaten adahah Bupati 

d Dines Pendapatan Darah adalah Dinas Pendapatan Darah Kb paten Asahan. 

e. Kas Daerth adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan 

f Bendaharwn Khusus.Pencrima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Benda harawn Khusus 
Penerima pada Kantor Dinas Pend@patan Daemah Kabupaten Asahan 
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g Pejabat/ Petugas Pasar Daerab adatah Pejabat/ Petugas dalsm lingkungan Pemerintah Derah 
ditunjuk ditugaskan oleh Kcpala Daerah 

h. Diras Pasar add'ah Dimas Pasar Daerah Kabupaten Asahar 

i Wajib Retribusi adalah orang pnbadi tau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undargna 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk permungutan at.au 
pemotongan Retribusi tertentu 

j. Pasar Grosi dan tau Pertokonn adalah Pasar Grosi bcrbagai jenis barang, ternak, hasil bumi, 
fastlitas paar/ pertokoan termasuk tempat pclelangan ikan dan pangkahan yang disedikan dan 
dikontrakkan oleh Peerintah Daerah, tidak termssuk yang disediakan oleh Perusahaan daerah 
(PD) Pusar dan pibak Swasta 

• 
k Retribusi Daemah yang sclanjutnya disebut RRctribusi adalah Pungutan daerah sebaga 

Pembayaran atas Jass atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan tau diberikan 
oleh Pemerintah Daeraah untuk kepentingan oarang pribadi atau Bada Hukum 

I Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Dacrah berupa usaha dan pelayanan yang menycbabkan 
barang, fasiitas atau kemanfaatan yang dapat dinikmati orang pnibadi. 

m. Jasa Usaha ndalah Jasa yang disediakan olch Pemenmtah Daerah dengan menganut prinsip 
komersial karena pada dasamnya dapat pula discdiakan olch scktor Swasta 

n. Karcis adalah nilai nominal yang dibayarkan wjib Retribusi atas jass pclayanan Pasar 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daera untuk sclanjutnya disingkt SKRD adulah Surat Keputusan 
yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang 

p. Surat Setoman Retribusi Dacrah untuk shanjutnya disingkat SSRD dalah surat yang digunakan 
oleh Wajib Retribusi untuk melakukn Pembayaran atau pcnyctoman Retribusi yang tertang kt 
Kas Daerah atau tempat hain yang ditetapkan oleh Kepale Daerah 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Krang Bayar untuk selanjutya disingkat KRDKB adalal 
Keputsan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertang, Jumlh kredit Retribusi, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok Retnibusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang 
mih harus dibayar 

r. Surat Tagihan Retnbusi Daerah untuk sclunjutnya disingkat dengan STRD Adalah Surat untuk 
melakukan tagihan dan tau sanksi Administrasi berupa bunga ateu dende 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 

Pasat 2 

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan tau Pertokoan dipungut Retribusi atas penggunaan # 
pemanfaatan jasa pchyanan Pasar grosir atau pertokoan. 

Pasal 3 

(I) Obyek retribusi adalah setip pmanfaatan / penggunaan fsilits pada pasar grosir dan at 

pertokoan, 
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(2) Disamping tersebut pads ayat (I) pas! imi Retribusi termasak diatas hangunan yang dibangun 

olch Pemerinth Daerah scbagaimana discbutkan pada lampiman Peraturan Daer.h iri 

Pasad 4 

Subyek Retnbusi dnlah Orang pibadi taa Badan yang mcnggunakan/ mermanfetkan fsilits 
paar grosir dan pertokoan dan fasihias yang disediakan Pemerintah Daerah untuk jual beli 

BAB If 

GOL.ONGAN RETRIBUSI 

Pasl 5S 

Retribusi pasat grosit dan au pertokoan termasuk golongan Retr,bus Jasa Usaha. 

BAB IV 

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN 

Pusal 6 

Retribusi pas«r grosir dan pertoloan adalah pungutan Jasa atas Pasar Grosir dan pertokoan beser 
kelengkspan latnnya yang discdiaan oleh Pemcnntah Dmah 

BAB V 

KETENTUAN RETRIBUSI 

Pesa! 7 

(l)Alas pemakaan tempa! past rosir dan pertokoan dikenakan Retribusi 

(2) Besamya retnbusi tersebut pada yat (I) pasal ii ditetapkan sebesar Rp 400,4 M2 ( Erpat 
Ratus Rupiah per-meter persegi) ctiap hati 

(3) Setisp pembayaran Retribusi dimaksud ayat (2) pasa ini diberiknnkarcis yang tchth diporporsi 
sbagi bukti pembayaran dan junlah yang harus dibayar ditetapkan dalam bentuk SKRD 

(4) Bentuk, wama, kunman dan nilai nominal karcis serta tata ca pengadaannya ditetapkan oleh 
Kepala Daemh 

asal 8 

() Pana penjual/ penyetor berbagar jcnis barang yang memasukkan ke pasar ( penyalr) grosir dan 
pertokoan herus mendafarkan kepada Pcjabat /petogas pasac. 

(2) Setiap memasukl berbagai jenis bamag kepasnr grosir dan pertokoan dikenakan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pasal 7ayat (2) Peraturan Derah ini, 



,, 

(3) Setiap transsksi jual beli ternak ( Lembu, kcrbat, kambing dan babi) mchaporkan kcpada petugas 
yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Kcterngan Balik Nama 

(4) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pastal 8 ayut (3) ditetapkan oleh Kepala Daer.h 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGU'TAN 

Pasat 9 

(I) Retribusi dipungut dengan mcnggunakan karcig/ SKRD 

(2) Hasi! pugutan Retibusi dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Darah ini disetor sccars bruto ke 
Kas Daerah melalui BKP pada Kan;r Dinas Pendaptan Daerh Kabupaten Asahan 

AB VIL 

WIL.AYAH PEMUNGU'TAN 

Pasal IQ 

Wilayah pemungutan Retribusi pasar grosir dan pertokoan adalah Dacrah Kabupaten Asahan 

AB VIII 

SANKSI ADMINISTRAS 

Pasal H 

Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membnyer dikenakan 
sanksi Administrasi berupa bunge zebesar 2% ( dua Persen ) dari besmnya Retribusi yang 
terutang yng tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan mcnggunakan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah /karcis. 

BAB IX 

TATA CARA PEMBA YARAN 

Pasal 12 

()Kreis diberka kcpeda wjib Retnbusi atas pungutan jas pelayanan pasar untuk setiap hari 
. sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada pasal 7 Peraturan Daerah ini 

(2) SKRD,SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Keputusan pembetulan, keputusn kebertan 
dan putusan banding, keputusan yang menycbabkan jumlah Retribusi yang harus dibayat 
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brtambah, haras dilunasi dalam jngka waktu paling lama I (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan 

()Kepala Daenah a#as permohonan wajib RRetribusi apat membertkan persetujuan kpada wajb 
Retibusi untuk mergangsr ata monwnda pembayaman Fetribusi dcngan dikenakan bunga 2% 
(dgs persen) setiap balun dengan cetatar persyarata yag ditentuknn telat dipenuhi 

(4) Tata car pembyaran tenpat perbayarn, penurdan pcmbayarsn Retribusi ditr dengan 
keputusan Kcpala Daemah. 

2A 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pausal 13 

(I) Rebusi yang terang berdas«rkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD an Keputsan 
Penbetulan Keputusan keneratan dan putusan banding yang tidk atau bayar olch wtjib 
Retribusi pada waktunya dpat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2Penagihan Retribusi dcngan surat Paksa dilaksanakan bcrdasarkan Peraturan Perundang 
Undangan yang berlaku. 

BAB XI 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

Pasa! I4 

(I) Wujib Retribusi harus mengajukan permohonan scce tertulis kepoda Kcpala derah untuk 
Perhitungan Pengembalian kelcbiban pembayaran Retribusi 

(2)Alas dasar permohonan sebagimana dimaksad pada ayat (I) atas kelcbihan pembayaran 
Retribusi dapet langsung diperhitungkan terlebih dahulu denga utang Retribusi dun atau sanksi 
Administrasi berupa bungs oleh Kepala Daerah 

(3)Ats permobonand scbagain.na dimasud ayat (2) yang berhak tas kelebiha pembayarn 
terse but dpat diperhitungkn dengan pembyaran Retribusi sclenjtnya 

Pasal 15 

(I) Dalam hal kelcbihen pembayaran Retribusi yang masih trsis setelah dilekukan Perhitungan 
sebagaimans dimaksud pasal I4, diterbitkan SKRDLB paling lamnat 2 (dua) blan sejak 
diterimanye permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Reribusi 

2) Kelebihan Pembayran Retntbus. sebagaimana dimraksud psde ayat (I) dikembalikan kepade 
wjib Retibusi pahag hmbat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB 

(3) Pengembalian kelbihat peroayaman Retribusi dilakukan seclah lowat waktu l (du) buan 
sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Dacrah membarikan imbalan bunga 2 % (dus persen) 
ebulan atas keterlambatan pembayara Kelebihan Retribusi 

• 
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Pasal 16 

(I)Pengembalian scbagaiana dimaksud daham pasa 4 dilakukan dcngan menerbrtkan Surat 
Perintah merbayat ke'ebihan Retribusi 

(2) Atatr pert:tungan scbagarana dmaksud dalam pasal S diterbitka bukti pemindah bukuan 
yang beriaku jga scbagai buki pembayaran. 

AB XIE 

KADALUASA 

Pasal 17 

() Penagihan retribusi kadaluwarsa sete'sh mclapati jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak 
stat terutangny« Retribusi kecuali zabila wapib Retribusi melkukan Tirak Pidans dibidang 
Ret.bus 

(2) Kadaluarsa pcnagihan Retribusi scbagamama dimaksud ayat (I) pasal imi tcntangguh apabl 

a. Diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa 
b. Ada pengakan tang Retribusi dri wajib Retribusi baik langsutg mapun tidak laogsung. 

Bn 3XI 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANRETRIBUI YANG KADALUARSA 

Pasal 18 

(I)Putang Renbusi yang tidak margkir. ditagh lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluarsa dapat di hapus, 

(2) Kepala Dacrah enctapkan kcputusan pcnghapusan pitang Retnibusi Daerah yang sudah 
kadaluasa scbagaimana dimaksud ayat (I} pasal ini 

BAB XIV 

KETENTUAN UPAII PUNGUT 

psa! 19 

(I) Kepada pctugas pamngut Retribusi diberikan upeh pangut scsai dcngan ketcntuan Peraturan 
yang berlaku. 

(2) Pembagian upah pungut scbagaimana dimaksud pada ayat () pasal ini ditetapkan dcngan 
Keputusan Kepala dacmh. 

() Upah pungut scbagaimans dimaksud pada ayat (2) pasa) int zhibayarkan pada sctiap bulan 
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BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 20 

Pelanggaran terhadap ketcntua-ketentnan dalum Peraturan Derah imi, diancam kurungan paling 
lama 6 (cnam) bulan atau denda paling besar Rp. S,009,000, {lima juta rupiah) 

BAB XVI 

PEN YIDIKAN 

Pasal 21 

() Pejabat Pegawar Negeri sipil zertentu dilingkurgan Pemerintah Daerah diberi wewenang scbagat 
Penyidik untuk mciakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerh sebagaimane 
dimaksud dalan Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981 tentang Hukum Acar Pidarns 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana diraksud pada ayat(I) pasal ipi adnlah; 

a. Menerima, menari, mengumpualkn dan meneliti keterangan tau lporan berkenaan deogan 
Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah agar kctcrangan tau leporan tersebut menj4di ebih 

lengkap dan jels 

b. Meneliti, mencsri dan mengumpulkan keterangar-kcterangan mengenai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuken sehubungan dengan Tindak Pidana 
Retribusi Dgcmh 

c. Memmnta keterngan dan bahan bukti dant orang pribadi atau Badan schubungan dengan 
Tindal Pidana dibidang Retribusi Daerh 

d, Memerikss buku-buku , catatan+catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan 
Tindak Pidsna dibidang retribusi Daenh 

e. Melakukan peogeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencattan dan 

dokumer-dokur.en serta melakukan penyitaan terhadap bukti terse but 

f Memints bantan tenaga ahli da!am rangka pelaksnaan penyidikan Tindak Pidanan dibidang 
Retribusi Daerah 

g Menyuruh berhenti melarang sescoraog meninggalkan ruangan tau emnpat pada saat 
pemenksaan sedang berlanrgsung, identitas orang pribadi atau dokumcn yang dibawt 
sebagaimaa dimaksud pede huruf e" 

h. Memenggil orang pribadi untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai tcrscngka ata 

saksi, 

i. Memotre seseorang yang bertkaitan dengan Tindak Pidan Retribusi Daerah 

j. Menghentikan Penyidikn. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pnyidiknn Todak Pidana dibidang 
Retribusi Duerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 

I 
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I KABUPAl'f.N AS,UIAN 

(3)Penyidikan scbagaimana dimaksdkan pad ayat (2) paal ini memberitahukan diruliny 
penyidikan dan zenyapaikan basil penyidikan yang diatur dalan rdang-Undang Noor 8 
Tahu 1981 tentang Hair Acats Pidana 

1AB XVI 

KETENTUAN PENUTU 

Degan betlakunya Terzaturan Daerh iri, taaka Perturn Daerh Noor 24 Tahun 1998 tentang 
Retribusi Daeah PAsar ata Pertokoar. di Kabu;paten Deers.h Tingkat I Ashun dinyatakn dic«but 
dan tidak bear'aka 'gt 

Pasal 23 

Hal-hal yang cc!am cakp itur dalam Peraturan Dacrah ini scpenjang mcngenai pciaksanaannya 
ckan diatgr ebih lar;ut oleh Keala Dcrah 

Peraturan Daerah ini multi bcrhk pad tanggal diurdngka, 

Agar setip orang dapat mengetahinya, mcmerintahkan pengundargan Peratutan Dacrah ini 
dengan penempatannya dalam Lemnbaran Daerah Kabupaten Asshan 

Dsahian di Kisara 

Pauda tar.ggal 10 Me} 2002 

BUPATI ASAI[AN 
Cap/dto 

R I S U D D I N  

Diandrgkan di Kisaran 
Pads unggal 11 Mei 2000 

AP SH 

LEMBARKAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 200O NOMOR 48 
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